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 This study aims to analyze the optimization of Lapang Merdeka's function as a 
public sport center in Sukabumi City through the implementation of local 
government policies. The research was motivated by the deviation of the area's 
primary function due to commercial activities, inconsistencies in policy 
implementation, and the declining comfort of the community in utilizing Lapang 
Merdeka as a public sports facility. This study employed a qualitative descriptive 
approach. Data were collected through observation, interviews, and 
documentation and analyzed using George C. Edward III’s policy implementation 
model, consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic 
structure. The findings indicate that policy implementation has been carried out 
relatively well through socialization programs, supervision, sports development 
activities, and inter-agency coordination. However, the optimization of Lapang 
Merdeka has not been fully achieved due to the persistence of non-sport activities, 
budget limitations, inadequate supervision, and the need for stronger institutional 
coordination. Therefore, enhancing supervision, strengthening coordination 
among government agencies, and increasing public awareness are essential to 
ensure the sustainable and optimal functioning of Lapang Merdeka as a public 
sport center. 

Keyword: 

Public sport center, Lapang 

merdeka, Healthy city 
 
Kata Kunci: 
Public sport center, Lapang 
merdeka, Kota sehat 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center di 
Kota Sukabumi melalui implementasi kebijakan pemerintah daerah. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi 
oleh terjadinya penyimpangan fungsi kawasan akibat aktivitas perdagangan, ketidaksesuaian pelaksanaan 
kebijakan, serta berkurangnya kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan Lapang Merdeka sebagai ruang 
olahraga publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi 
kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi, 
pengawasan, pembinaan olahraga, dan koordinasi antarinstansi. Namun, optimalisasi fungsi Lapang Merdeka 
belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan aktivitas non-olahraga, keterbatasan anggaran, 
pengawasan yang belum optimal, serta koordinasi yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan 
peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, dan peningkatan kesadaran 
masyarakat agar fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center dapat terwujud secara optimal dan 
berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

Aktivitas olahraga merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk menjaga 
kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup. Pemerintah daerah memiliki kewajiban 
menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan bahwa 
penyelenggaraan keolahragaan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, dan 
kesejahteraan masyarakat (UU No. 11/2022, Pasal 4). Dalam konteks ini, ketersediaan fasilitas 
olahraga publik menjadi elemen strategis untuk mendorong aktivitas fisik warga serta 
pembentukan kota sehat (healthy city). Menurut World Health Organization, kota sehat adalah 
kota yang secara terus-menerus menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung 
kesehatan masyarakat melalui penyediaan ruang publik yang aman dan ramah aktivitas fisik. 

Kota Sukabumi merupakan salah satu daerah yang memiliki antusiasme masyarakat 
terhadap kegiatan olahraga. Lapang Merdeka sebagai ruang publik utama sekaligus ikon kota 
berperan penting sebagai pusat aktivitas fisik warga, area ini memiliki fasilitas olahraga seperti 
GOR merdeka, tartan track, lapangan basket, voli, jogging track, dan area rekreasi aktif lainnya 
yang idealnya mendukung pelayanan publik di bidang olahraga. Fungsi ini diperkuat melalui 
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan Lapang 
Merdeka sebagai ruang publik untuk olahraga, kegiatan upacara, pendidikan, dan kegiatan 
pemerintah tertentu. Namun, peraturan tersebut tidak mencantumkan aktivitas perdagangan, 
bazar, maupun kegiatan ekonomi lainnya sebagai bagian dari fungsi yang diperbolehkan. 

Upaya optimalisasi pengelolaan ruang publik olahraga juga sejalan dengan arah 
pembangunan daerah Kota Sukabumi. Dalam visi pembangunan Kota Sukabumi yaitu 
“Terwujudnya Sukabumi sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dengan 
mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan inovasi”, pemerintah daerah menekankan 
pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang 
mendukung pertumbuhan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Salah satu misi pembangunan Kota Sukabumi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik 
yang efektif dan efisien serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh 
karena itu, pengelolaan ruang publik seperti Lapang Merdeka menjadi bagian penting dalam 
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terciptanya lingkungan kota 
yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. 

Dalam perkembangannya kondisi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga mengalami 
pergerseran. Sejumlah pemberitaan lokal menunjukkan bahwa area tersebut semakin dipenuhi 
aktivitas non-olahraga seperti perdagangan, wisata kuliner, dan bazar yang menempati area 
pedestrian maupun ruang terbuka di sekitar lapangan. Kondisi ini diberitakan oleh 
SukabumiUpdate dan SukabumiToday yang menyoroti semakin maraknya aktivitas ekonomi di 
sekitar Lapang Merdeka sehingga mengurangi kenyamanan warga yang ingin berolahraga. 
Pergeseran fungsi ruang publik ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan ruang 
olahraga yang aman dan nyaman. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 keluhan masyarakat dan kegiatan non-olahraga yang tidak sesuai fungsi 
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Selain berbagai pemberitaan di media massa, keluhan masyarakat mengenai menurunnya 
fungsi olahraga di Lapang Merdeka juga terlihat dari respons publik di media sosial. Pada Januari 
2025, akun Instagram SukabumiToday mengunggah pesan dari warga yang menyampaikan 
komplain mengenai kondisi tartan track Lapang Merdeka yang kini didominasi penyewaan 
sepeda dan sepeda listrik. Dalam unggahan tersebut, warga mengeluhkan bahwa jalur lari yang 
seharusnya digunakan untuk aktivitas olahraga justru dipadati kendaraan sewa sehingga 
mengganggu pelari dan atlet komunitas. Warga juga menyayangkan tidak adanya 
pemeliharaan dan pengawasan yang memadai terhadap track lari yang rusak akibat aktivitas 
non-olahraga, padahal fasilitas tersebut dibangun menggunakan anggaran yang besar dan 
memiliki fungsi penting bagi masyarakat pecinta olahraga. Keluhan ini menunjukkan adanya 
ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga 
publik dan menguatkan indikasi terjadinya penyi mpangan fungsi ruang publik. Temuan ini 
memperlihatkan bahwa pergeseran fungsi Lapang Merdeka bukan hanya bersifat kebetulan, 
tetapi telah menjadi fenomena yang tampak secara kasat mata dan dirasakan langsung oleh 
pengguna fasilitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sukabumitoday 

Perubahan pola pemanfaatan Lapang  Merdeka ini memperlihatkan bahwa ruang publik 
olahraga menghadapi tekanan yang cukup besar dari kepentingan ekonomi dan rekreasi 
komersial. Keluhan masyarakat yang muncul di media sosial serta pemberitaan lokal 
menunjukkan bahwa gangguan terhadap aktivitas olahraga bukanlah kasus insidental, tetapi 
telah menjadi fenomena rutin yang mengurangi fungsi dasar ruang publik tersebut. Situasi ini 
menandakan adanya persoalan mendasar terkait pengawasan, pengaturan pemanfaatan 
ruang, dan kurangnya tata kelola yang efektif terhadap fasilitas olahraga yang sudah tersedia. 
Padahal, dalam konteks pelayanan publik, ruang olahraga merupakan kebutuhan dasar 
masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah daerah, terutama di wilayah 
perkotaan yang ruang terbukanya semakin terbatas. Kondisi ini menjadikan optimalisasi fungsi 
Lapang Merdeka sebagai pusat olahraga publik semakin penting, tidak hanya sebagai fasilitas 
fisik, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan pelayanan publik yang mendukung kesehatan 
masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas fisik saja tidak cukup apabila 
tidak diikuti dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang konsisten, serta regulasi 
pemanfaatan ruang publik yang jelas dan dijalankan secara efektif. 

Permasalahan tersebut semakin terlihat ketika ditinjau dari kebijakan yang berlaku. 
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2025 menetapkan bahwa Lapang Merdeka 
diperuntukkan bagi kegiatan upacara, olahraga, pendidikan, pariwisata, dan kegiatan 
pemerintah. Namun dalam regulasi tersebut tidak tercantum penggunaan ruang untuk aktivitas 

Gambar 1.2 Warga mengeluhkan fungsi tartan track 
Lapang Merdeka yang dipadati sepeda listrik  
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perdagangan atau kegiatan ekonomi lainnya. Ketidakhadiran pengaturan mengenai batasan 
kegiatan non-olahraga di dalam Perwal tersebut membuka celah kebijakan (policy gap) yang 
menyebabkan munculnya penggunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak berjalan optimal 
sehingga terjadi ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan realitas pemanfaatan ruang 
publik. Kondisi tersebut menunjukan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin 
tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak diiringi dengan implementasi dan pengawasan yang 
efektif di tingkat lapangan. Apabila permasalahan penyimpangan fungsi Lapang Merdeka tidak 
segera dicari solusinya, maka kota akan menghadapi implikasi yang merugikan dari sisi 
pelayanan publik dan kesehatan masyarakat. Ruang olahraga yang semakin tergerus akan 
membuat masyarakat kehilangan akses terhadap fasilitas olahraga yang layak, sehingga 
menurunkan tingkat aktivitas fisik, Kerusakan fasilitas akibat penggunaan yang tidak sesuai 
juga akan meningkatkan beban biaya perbaikan bagi pemerintah daerah.  

Lapang Merdeka sebagai salah satu ruang publik di Kota Sukabumi pada dasarnya 
merupakan bagian dari pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi 
masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 
menyediakan dan mengelola fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara 
luas, termasuk fasilitas olahraga dan ruang terbuka publik. Keberadaan Lapang Merdeka tidak 
hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi dan olahraga, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan 
pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam bidang 
kesehatan, aktivitas sosial, serta ruang interaksi publik. Sebagai fasilitas publik yang dikelola 
oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi, 
Lapang Merdeka seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi 
utamanya sebagai ruang olahraga masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan 
berbagai aktivitas yang menyebabkan terjadinya penyimpangan fungsi ruang, sehingga tujuan 
penyediaan fasilitas publik tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal.  

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi sebagai perangkat 
daerah yang memiliki tugas urusan keolahragaan sebagaimana diatur dalam Perwal No.146 
tahun 2022 bertanggung jawab untuk memastikan fasilitas olahraga publik berfungsi optimal. 
Namun, maraknya aktivitas olahraga di Lapang Merdeka menunjukan bahwa peran Disporapar 
dalam pengelolaan dan optimalisasi belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menunjukkan 
adanya tantangan dalam tata kelola fasilitas olahraga publik serta perlunya strategi optimalisasi 
yang lebih efektif agar Lapang Merdeka dapat kembali berfungsi sebagai pusat olahraga 
masyarakat dan mendukung terwujudnya kota sehat. Peran Disporapar menjadi semakin krusial 
ketika mempertimbangkan bahwa fasilitas olahraga merupakan bagian dari pelayanan publik 
yang bersifat dasar dan wajib. Masyarakat kota memiliki hak untuk mendapatkan akses 
terhadap ruang olahraga yang aman, layak, dan bebas dari gangguan. Ketika fungsi Lapang 
Merdeka terganggu oleh aktivitas non-olahraga, berarti terjadi penurunan kualitas pelayanan 
publik yang diberikan pemerintah. Kondisi ini menempatkan Dinas Pemuda, Olahraga, dan  
Pariwisata (Disporapar) pada posisi yang sangat strategis untuk menentukan arah pengelolaan 
fasilitas olahraga melalui berbagai upaya optimalisasi. 

Permasalahan yang terjadi pada Lapang Merdeka tidak hanya berkaitan dengan kondisi 
fisik fasilitas atau perilaku masyarakat semata, melainkan lebih berkaitan dengan aspek tata 
kelola ruang publik oleh pemerintah daerah. Tata kelola yang dimaksud meliputi bagaimana 
kebijakan pengelolaan ruang publik tersebut diimplementasikan, bagaimana koordinasi antar 
pihak yang terlibat, serta bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan ruang publik 
dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek tata kelola 
pemerintahan dalam mengelola Lapang Merdeka sebagai ruang publik olahraga melalui 
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implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota 
Sukabumi. 

Ketidaksesuaian antara fungsi yang diharapkan melalui kebijakan dengan kondisi yang 
terjadi di lapangan menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi kebijakan dan 
pengelolaan ruang publik. Situasi ini juga menghambat pencapaian tujuan kota sehat, 
mengingat ruang aktivitas fisik masyarakat menjadi terbatas dan kurang optimal. Apabila 
permasalahan ini dibiarkan tanpa adanya kajian dan rekomendasi berbasis penelitian, maka 
fungsi Lapang Merdeka sebagai fasilitas olahraga publik akan semakin tergerus. Dalam jangka 
panjang, kondisi ini berpotensi menurunakan tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas 
fisik, serta memperlemah kualitas pelayanan publik di bidang olahraga. Dengan melihat 
berbagai fenomena dan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami 
bagaimana upaya Disporapar Kota Sukabumi dalam mengoptimalkan fungsi Lapang Merdeka 
sebagai pusat olahraga publik dan bagaimana upaya tersebut berkontribusi terhadap 
terwujudnya kota sehat. 

 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskrptif. Creswell (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 
merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dibangun 
oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Penelitian kualitatif 
menekankan pada proses pengumpulan data yang bersifat naturalistik, pengajuan pertanyaan 
terbuka, serta analisis data secara induktif untuk menemukan pola, tema, dan makna dari data 
yang diperoleh. Proses tersebut dilakukan secara fleksibel agar peneliti dapat menangkap 
kompleksitas realitas sosial yang diteliti secara utuh. 

Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk 
menggali secara lebih mendalam bagaimana kebijakan publik diimplementasikan oleh aktor 
pelaksana, serta bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan dirasakan oleh masyarakat 
sebagai kelompok sasaran. Pendekatan ini relevan untuk penelitian kebijakan publik yang tidak 
hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, dinamika, dan konteks implementasi 
kebijakan di lapangan. 

Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2018:6-8) bahwa 
penelitian kualitatif deskriptif yaitu:  

“Penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 
analisis statistic atau acara kuantifikasinya lainnya. Penelitian kualitatif bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai 
metode alamiah. Sedangkan untuk pendekatan deskriptif merupakan data yang dikumpulkan 
adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan 
berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti”. 

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang 
jelas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2025, 
termasuk peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi, serta realitas 
pemanfaatan Lapang Merdeka sebagai public sport center oleh masyarakat. Data yang 
dikumpulkan tidak hanya terbatas pada pernyataan informan, tetapi juga mencakup hasil 



  

6  Optimalisasi Fungsi Lapang Merdeka Sebagai Public Sport Center Dalam Mewujudkan  Kota Sehat 

observasi dan dokumentasi yang mendukung pemahaman terhadap kondisi lapangan secara 
menyeluruh. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa pendekatan 
deskriptif dalam penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, serta 
informasi kontekstual lainnya yang diperoleh dari lapangan. Seluruh data yang dikumpulkan 
memiliki peran penting dalam memahami secara utuh fenomena yang diteliti, khususnya terkait 
proses implementasi kebijakan dan dinamika pemanfaatan ruang publik olahraga. Oleh karena 
itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar hasil penelitian mampu 
memberikan gambaran yang komprehensif serta menggali fakta dan informasi secara 
mendalam mengenai implementasi kebijakan dalam upaya optimalisasi fungsi Lapang Merdeka 
sebagai public sport center oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi dalam 
mendukung terwujudnya kota sehat. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Optimalisasi Lapang Merdeka Sebagai Public Sport Center di Kota Sukabumi 

Optimalisasi fungsi lapang merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi tidak 
terlepas dari bagaimana implementasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III 
yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 
dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Keempat dimensi tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisis bagaimana 
pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik di 
Kota Sukabumi. Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 
yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa pemerintah daerah telah 
melakukan berbagai upaya untuk menjaga fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga 
publik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti 
aktivitas non-olahraga di kawasan Lapang Merdeka, keterbatasan sumber daya, serta belum 
optimalnya pengawasan dan penertiban kawasan. Oleh karena itu, untuk mengetahui 
bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan, peneliti menganalisis hasil penelitian 
berdasarkan dimensi implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai berikut. 

1. Dimensi Komunikasi 

Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan salah satu faktor penting 
dalam implementasi kebijakan. Komunikasi berperan dalam menyampaikan tujuan, aturan, 
dan informasi kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran agar kebijakan dapat 
dipahami dan dilaksanakan secara efektif. Dalam dimensi komunikasi terdapat tiga 
indikator, yaitu transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). 
Pada penelitian ini, dimensi komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana penyampaian 
informasi, sosialisasi, koordinasi, serta penerapan aturan terkait pemanfaatan Lapang 
Merdeka.  
a. Indikator Transmisi (Transmission) 

Transmisi (transmission) berkaitan dengan bagaimana informasi dan kebijakan 
disampaikan kepada pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. 
Dalam konteks penelitian ini, transmisi komunikasi berkaitan dengan penyampaian aturan, 
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himbauan, serta koordinasi terkait pemanfaatan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga 
publik di Kota Sukabumi. 

 
Gambar 4.6 himbauan dan penertiban kawasan lapang merdeka 

Sumber: sukabumicity.com 

Gambar diatas menunjukan petugas melaksanakan tugas imbauan dan penertiban  di 
kawasan Lapang Merdeka. Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan penggunaan fasilitas 
publik agar sesuai fungsinya, sekaligus memastikan kenyamanan pengguna Lapang 
Merdeka. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti menginterpretasikan 
bahwa proses transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan Lapang 
Merdeka telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi, himbauan, dan 
pengawasan langsung kepada masyarakat. Namun demikian, penyampaian informasi 
tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan aktivitas yang tidak sesuai 
dengan fungsi utama Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. 

b. Indikator Kejelasan (Clarity) 

Kejelasan (clarity) berkaitan dengan sejauh mana informasi dan aturan kebijakan 
dapat dipahami oleh masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini, 
kejelasan komunikasi dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai fungsi Lapang 
Merdeka sebagai ruang olahraga publik serta pemahaman terhadap aturan pemanfaatan 
kawasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.7 aktivitas masyarakat menggunakan fasilitas olahraga di Lapang Merdeka 

Sumber: Peneliti 2026 
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Gambar diatas menunjukan suasana aktivitas masyrakat yang sedang memanfaatkan 
fasilitas olahraga di Lapang Merdeka. Terlihat berbagai kalangan usia mengisi waktu 
dengan berolahraga ringan dan berjalan santai di area terbuka yang luas. Mencerminkan 
tinggintya kesadaran masyrakat akan pentingnya pola hidup sehat dengan memanfaatkan 
ruang publik yang tersedia. 

Namun demikian, masyarakat menilai bahwa implementasi aturan di lapangan masih 
belum berjalan secara jelas dan optimal karena masih banyak aktivitas non-olahraga yang 
menggunakan kawasan tersebut. 

c. Indikator Konsistensi (Consistency) 

Konsistensi (consistency) berkaitan dengan bagaimana penerapan kebijakan 
dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaannya. Dalam 
penelitian ini, konsistensi komunikasi dilihat dari bagaimana pemerintah daerah melakukan 
pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi Lapang 
Merdeka sebagai ruang olahraga publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 Aktivitas penertiban kawasan Lapang Merdeka 

Sumber: sukabumicitycom 
 

Gambar diatas menunjukan aktivitas penertiban di kawasan Lapang Merdeka yang 
dilakukan oleh petugas Satpol PP terhadap pedagang kaki lima. Tindakan tegas ini 
merupakan langkah terakhir yang diambil setelah upaya persuasif, seperti pemberian 
edukasi dan imbauan secara langsung, tidak diindahkan oleh para pedagang. Penertiban 
dilakukan secara kolektif untuk memastikan ketertiban umum kembali terjaga, khususnya 
bagi para pedagang yang kedapatan masih tetap berjualan meskipun telah menerima 
teguran atas pelanggaran yang dilakukan berulang kali. 

2. Dimensi Sumber Daya 

Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan salah satu faktor penting 
dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, 
sumber daya finansial, serta sumber daya informasi yang mendukung pelaksanaan 
kebijakan agar dapat berjalan secara optimal. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, 
implementasi kebijakan akan mengalami hambatan meskipun kebijakan tersebut telah 
dirancang dengan baik. Dalam penelitian ini, dimensi sumber daya digunakan untuk 
melihat bagaimana ketersediaan sumber daya dalam mendukung optimalisasi fungsi 
Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi. 
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a. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia berkaitan dengan ketersediaan personel atau petugas yang 
terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan Lapang Merdeka. Dalam penelitian 
ini, sumber daya manusia meliputi petugas pengawasan kawasan, petugas kebersihan, 
serta instansi yang terlibat dalam pengelolaan Lapang Merdeka.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.11 petugas kebersihan kawasan Lapang Merdeka 

Sumber: Radarsukabumi 

Gambar diatas memperlihatkan aktivitas salah satu petugas dari unit Ranger Satgas 
Kebersihan yang sedang menjalankan tugasnya di kawasan Lapang Merdeka. Keberadaan 
petugas ini merupakan langkah nyata dalam menjaga kebersihan fasilitas publik, 
mengingat tingginya aktivitas masyarakat di area tersebut yang sering kali memicu 
tumpukan sampah. Dengan dedikasi menjaga kebersihan secara rutin, para petugas 
memastikan Lapang Merdeka tetap nyaman, rapi, dan layak digunakan oleh seluruh warga 
yang berkunjung. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti menginterpretasikan 
bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan Lapang Merdeka sebenarnya telah 
tersedia melalui keberadaan Ranger, Satgas Kebersihan, dan keterlibatan instansi terkait. 
Akan tetapi, pengawasan kawasan masih belum optimal sehingga pemerintah daerah 
berencana menambah petugas keamanan untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga 
ketertiban kawasan Lapang Merdeka. 

b. Sumber Daya Finansial 

Sumber daya finansial berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang digunakan 
dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas olahraga di Lapang 
Merdeka. Ketersediaan anggaran menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi 
fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. 

 

 

 

 

Gambar 4.12 kondisi fasilitas olahraga Lapang Merdeka 

Gambar diatas memperlihatkan kondisi fasilitas olahraga di kawasan Lapang 
Merdeka. Dalam foto tersebut, terlihat area ruang terbuka publik yang ramai dikunjungi 
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oleh masyarakat untuk beraktivitas. Berdasarkan keterangan dari informan, pemerintah 
setempat berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan rutin setiap tahunnya guna 
menjaga kualitas dan kenyamanan fasilitas tersebut. Hal ini sangat penting mengingat 
kedudukan Lapang Merdeka sebagai salah satu pusat kegiatan olahraga dan rekreasi utama 
bagi warga sekitar. 

c. Sumber Daya Informasi 

Sumber daya informasi berkaitan dengan ketersediaan informasi, aturan, serta 
petunjuk pelaksanaan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan Lapang Merdeka 
sebagai ruang olahraga publik. Dalam penelitian ini, sumber daya informasi dilihat dari 
bagaimana pemerintah daerah memberikan informasi terkait aturan penggunaan kawasan 
Lapang Merdeka kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 dari 
DPUTR Kota Sukabumi, diketahui bahwa pemerintah daerah telah memberikan informasi 
dan himbauan kepada masyarakat terkait aturan penggunaan Lapang Merdeka melalui 
sosialisasi langsung dan himbauan tertulis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.13 Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2025 tentang 
penggunaan kompleks Lapang Merdeka 

Sumber: jdih.sukabumi.go.id 

Gambar diatas menyajikan salinan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 
2025 yang mengatur tentang penggunaan kompleks Lapang Merdeka. Peraturan ini 
menjadi instrumen hukum utama yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai 
landasan dalam melaksanakan pengelolaan dan penertiban di kawasan tersebut. 
Berdasarkan dokumen yang bersumber dari laman resmi jdih.sukabumikota.go.id ini, 
kompleks Lapang Merdeka ditata sedemikian rupa agar fungsinya sebagai ruang publik 
dapat terjaga dengan tertib dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota 
Sukabumi. 

 

3. Dimensi Disposisi 
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Menurut George C. Edward III, disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan 
pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Disposisi berkaitan dengan 
bagaimana pelaksana kebijakan memiliki kemauan, tanggung jawab, dan kesungguhan 
dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 
implementasi kebijakan, disposisi menjadi faktor penting karena keberhasilan suatu 
kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi 
oleh sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. 

Dalam penelitian ini, dimensi disposisi digunakan untuk melihat bagaimana 
komitmen, kesungguhan, dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan 
mengoptimalkan fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi. 
Pada dimensi disposisi terdapat dua indikator, yaitu sikap pelaksana dan insentif. 

a. Sikap Pelaksana 
Sikap pelaksana berkaitan dengan komitmen dan kesungguhan pelaksana kebijakan 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini, sikap 
pelaksana dilihat dari bagaimana pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam 
menjaga fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik serta bagaimana respon 
pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.14 kegiatan senam bersama di Lapang Merdeka 

Sumber: Peneliti 2026 

Gambar diatas mendokumentasikan kegiatan senam bersama yang diselenggarakan 
oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi di kawasan 
Lapang Merdeka. Meskipun di tengah keterbatasan, program pembinaan olahraga ini tetap 
berjalan secara rutin setiap hari Minggu sebagai upaya menjaga kebugaran masyarakat. 
Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi dan kerja sama antara Disporapar dengan berbagai 
pihak terkait dalam menghidupkan kembali semangat berolahraga di ruang publik yang 
menjadi ikon Kota Sukabumi tersebut. 

b. Insentif 

Insentif berkaitan dengan bentuk dukungan dan dorongan yang diberikan dalam 
pelaksanaan kebijakan agar tujuan kebijakan dapat berjalan secara optimal. Dalam 
penelitian ini, indikator insentif dilihat dari bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap 
petugas kebersihan, petugas pengawasan kawasan, serta upaya peningkatan pengamanan 
Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi. Bentuk dukungan tersebut 
terlihat dari adanya pembentukan petugas Ranger Satgas Kebersihan yang bertugas 
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membantu menjaga kebersihan, ketertiban, serta pengawasan kawasan Lapang Merdeka. 
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana menambah petugas keamanan atau security 
guna memperkuat pengamanan kawasan agar aktivitas masyarakat di Lapang Merdeka 
dapat berjalan lebih tertib dan nyaman. Upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian 
pemerintah daerah terhadap keberlangsungan fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang 
olahraga publik di Kota Sukabumi. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, keberadaan petugas kebersihan dan petugas 
pengawasan kawasan cukup membantu menjaga kondisi Lapang Merdeka tetap bersih dan 
nyaman digunakan masyarakat untuk berolahraga. Akan tetapi, pada waktu tertentu 
seperti akhir pekan masih ditemukan aktivitas non-olahraga yang menggunakan area 
olahraga sehingga pengawasan kawasan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, 
peneliti menginterpretasikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan bentuk 
dukungan dalam pengelolaan Lapang Merdeka melalui penguatan petugas lapangan, 
pemeliharaan kawasan, serta rencana penambahan pengamanan kawasan. Meskipun 
demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar optimalisasi 
fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center dapat berjalan lebih maksimal sesuai 
dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. 

4. Dimensi Struktur Birokrasi 

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting 
dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi antar 
instansi, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan dalam menjalankan suatu 
kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena 
adanya kejelasan kewenangan, koordinasi, dan prosedur kerja yang terstruktur. 

Dalam penelitian ini, dimensi struktur birokrasi digunakan untuk melihat bagaimana 
pembagian kewenangan, koordinasi antar instansi, serta pelaksanaan aturan dalam 
pengelolaan Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi. Pada dimensi 
struktur birokrasi terdapat dua indikator, yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan 
fragmentasi. 

a. Standard Operating Procedure (SOP) 
Standard Operating Procedure (SOP) berkaitan dengan aturan, prosedur, dan 

mekanisme kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, SOP 
dilihat dari bagaimana aturan pemanfaatan Lapang Merdeka diterapkan dalam 
pengelolaan kawasan sebagai ruang olahraga publik. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.15 Dokumen Peraturan Wali Kota Kota Sukabumi 

b. Fragmensi 
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Fragmentasi berkaitan dengan pembagian kewenangan dan koordinasi antar instansi 
dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, fragmentasi dilihat dari bagaimana 
pembagian peran antara DPUTR, Disporapar, dan instansi terkait dalam pengelolaan 
Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti menginterpretasikan 
bahwa struktur birokrasi dalam pengelolaan Lapang Merdeka telah memiliki pembagian 
kewenangan yang cukup jelas antara DPUTR, Disporapar, dan instansi terkait lainnya. Akan 
tetapi, koordinasi dan pengawasan antar instansi masih perlu ditingkatkan agar 
implementasi kebijakan optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center 
dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Fungsi Lapang Merdeka sebagai 
Public Sport Center di Kota Sukabumi yang dianalisis menggunakan teori implementasi 
kebijakan George C. Edward III, diperoleh berbagai temuan yang menunjukkan kondisi 
implementasi kebijakan pemanfaatan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. 
Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu 
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

1. Dimensi Komunikasi  

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi komunikasi dalam optimalisasi fungsi Lapang 
Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi telah berjalan cukup baik. 
Pemerintah daerah melalui DPUTR dan instansi terkait telah melakukan sosialisasi, 
himbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan pemanfaatan Lapang 
Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Namun demikian, penyampaian informasi 
tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan masyarakat dan pedagang 
yang menggunakan kawasan tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Hal ini menunjukkan 
bahwa aspek komunikasi telah berjalan, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam 
konsistensi penyampaian informasi dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang 
berlaku. 

2. Dimensi Sumber Daya  

Pada hasil penelitian, dimensi sumber daya menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
telah memiliki sumber daya yang mendukung pengelolaan Lapang Merdeka, baik dari 
aspek sumber daya manusia, sumber daya informasi, maupun sarana dan prasarana 
olahraga. Keberadaan Ranger, Satgas Kebersihan, serta rencana penambahan petugas 
keamanan menunjukkan adanya dukungan sumber daya manusia dalam pengelolaan 
kawasan. Akan tetapi, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam 
pengembangan dan pemeliharaan fasilitas olahraga sehingga optimalisasi fungsi 
Lapang Merdeka belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 

3. Dimensi Disposisi  

Dalam hasil penelitian, dimensi disposisi menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan 
memiliki komitmen dan kesungguhan dalam menjaga fungsi Lapang Merdeka sebagai 
ruang olahraga publik. Hal tersebut terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan 
pemerintah daerah melalui pengawasan kawasan, penertiban aktivitas yang tidak sesuai 
dengan fungsi kawasan, pemeliharaan fasilitas, serta rencana penguatan pengamanan 
kawasan. Meskipun demikian, masih ditemukannya aktivitas non-olahraga di area 
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olahraga menunjukkan bahwa komitmen tersebut perlu didukung oleh pengawasan 
yang lebih konsisten dan berkelanjutan. 

4. Struktur Birokrasi  

Pada hasil penelitian, dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa pembagian 
kewenangan dalam pengelolaan Lapang Merdeka telah berjalan cukup jelas. DPUTR 
berperan sebagai instansi yang dominan dalam pengelolaan kawasan dan sarana 
prasarana Lapang Merdeka, sedangkan Disporapar berperan dalam kegiatan dan 
pembinaan olahraga. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan kawasan juga didukung oleh 
koordinasi dengan Satpol PP, Ranger, dan Satgas Kebersihan. Akan tetapi, koordinasi 
dan kolaborasi antar instansi masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan dapat 
berjalan lebih efektif dalam mewujudkan fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport 
center. 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi 
fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi telah dilaksanakan melalui 
berbagai upaya pemerintah daerah, baik melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, 
maupun struktur birokrasi. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya 
optimal karena masih ditemukan pemanfaatan kawasan yang belum sesuai dengan fungsi utama 
Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 
pengawasan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kesadaran 
masyarakat agar fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik dapat berjalan secara lebih 
optimal dan berkelanjutan. 
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